BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kepentingan AS di wilayah LTS yang berupa kepentingan ekonomi dan
kepentingan pertahanan keamanan cenderung mendapat ancaman dari Tiongkok
dikarenakan klaim Tiongkok pada sebagian besar wilayah tersebut. Adapun
kepentingan ekonomi AS dapat d’ijelaskan melalui jumlah kapal dagang AS yang
melewati jalur LTS tercatat bernilai seperlima dari keseluruhan total jumlah nilai
barang dagang yang melewati wilayah LTS. Tidak hanya itu, pelaksanaan
eksplorasi hasil laut di wilayah LTS ikut menjadi kepentingan AS di wilayah
tersebut. Pada bidang keamanan, AS cenderung mempertahankan status LTS
sebagai wilayah perairan internasional dan menegakkan prinsip kebebasan
bernavigasi di wilayah LTS guna menciptakan kestabilan keamanan kawasan dan
meminimalisir sengketa yang timbul akibat tumpang tindih klaim negara-negara di

sekitar wilayah tersebut.

Adapun kebijakan Tiongkok atas kedaulatannya di jalur nine-dash line di
wilayah LTS mengindikasikan adanya peningkatan pertahanan keamanan berupa
peningkatan kapabilitas militer Tiongkok di wilayah LTS. Peningkatan kapabilitas
militer Tiongkok pun telah menimbulkan ketidakstabilan keamanan di wilayah
tersebut. Negara-negara yang ikut melakukan klaim di wilayah LTS seperti Filipina
dan Vietnam merasa tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok sangat mengancam

kedua negara dalam menggunakan wilayah perairan LTS sesuai dengan Hukum



Laut Internasional UNCLOS 1982 sehingga melibatkan negara luar untuk ikut
menyelesaikan sengketa LTS. Hal inilah yang menjadi landasan akan kemungkinan
strategi yang digunakan oleh AS dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok dan
mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah LTS. Adapun strategi yang
digunakan dapat dijelaskan melalui serangkai tindakan yang dilakukan AS di

wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tindakan AS yang cenderung untuk
ikut meningkatkan kapabiliitas milyiternya di Asia Pasifik dan khususnya di wilayah
LTS menjelaskan bagaimana AS ingin mengungguli Tiongkok dan berupaya untuk
membendung ancaman yang diciptakan oleh Tiongkok di wilayah tersebut.
Peningkatan kapabilitas militer AS pun mengikutsertakan kerjasama aliansi dengan
Australia berupa penempatan pangkalan militer guna mengepung pergerakan
Tiongkok dan penempatan THAAD di Korea Selatan guna mengawasi aktifitas

Tiongkok di wilayah LTS.

Adapun tindakan AS berlanjut kepada peningkatan kerjasama dengan
negara lainnya di wilayah Asia yang ikut merasakan ancaman dari Tiongkok yaitu
Filipina dan Vietnam. Kerjasama ini diinisasi oleh AS guna menciptakan
perimbangan kekuatan terhadap Tiongkok di wilayah LTS. Hal ini terbukti melalui
peningkatan kapabilitas militer Filipina dan Vietnam serta adanya pengembangan
modernisasi pertahanan dari kedua negara yang mampu menciptakan perimbangan
kekuatan terhadap Tiongkok di wilayah LTS. Adapun kerjasama tersebut juga
dimanfaatkan AS untuk mengawasi serta mendorong keterlibatan AS lebih jauh
dalam sengketa wilayah LTS. Peningkatan kapabilitas militer dan perimbangan

kekuatan terhadap Tiongkok di wilayah LTS pun dapat dikatakan berhasil pada



masa Obama. Hal ini dikarenakan kapabilitas AS lebih unggul dibandingkan
Tiongkok, meski demikian, Tiongkok pun tetap berupaya untuk meningkatkan
kapabilitas militernya berupa modernisasi militer dan peningkatn anggarn belanja
militernya. Tidak hanya itu, pencapaian kepentingan ekonomi AS di wilayah LTS
berupa kerjasama dalam bidang eksplorasi hasil sumber daya alam di wilayah LTS

juga ikut menjadi keuntungan bagi AS dalam menjalin kerjasama dengan Vietnam.

Sementara itu, dukungan yang diberikan oleh AS berupa teknis dan fasilitas
dalam pembentukan pehgaturan berperilaku yang menghasilkan dokumen DOC
serta mendorong perberlakuan COC pada wilayah sengketa LTS pun ikut
menjelaskan keinginan AS dalam melibatkan institusi dan menciptakan konstitusi
yang lebih resmi serta mengikat negara-negara yang terlibat dalam sengketa
wilayah LTS. Akan tetapi, pada, pengimplementasiannya, Tiongkok cenderung
melakukan pelanggaran terhadap DOC seperti melakukan pengembangan terhadap
persenjataannya di wilayah LTS mampu memicu intensitas konflik antara Tiongkok
dengan negara-negara yang melakukan klaim di wilayah LTS sebagaimana Filipina
yang pernah memilih untuk melaporkan tindakan Tiongkok atas pelanggarannya
terhadap DOC ke Arbitrase di- Den Haag, Belanda. Sehingga strategi transformasi
konstitusi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan snegketa yang terjadi di

wilayah LTS.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan untuk adanya
penyelesaian sengketa LTS secara damai melalui strategi constitutional

transformation yaitu peningkatan peran institusi dan pembentukan konstitusi resmi



dan lebih mengikat guna mencapai kepentingan bersama tanpa adanya indikasi
munculnya peperangan seperti halnya masing-masing negara baik yang melakukan
klaim maupun negara yang tidak melakukan klaim namun memiliki kepentingan di
wilayah LTS untuk saling meningkatkan kapabilitas militernya di wilayah tersebut.
Tidak hanya itu, strategi concert pun dapat digunakan oleh negara-negara yang
melakukan klaim di wilayah LTS agar dapat meminimalisir sengketa dan mencapai
kepentingan bersama secara damai melalui kerjasama jangka panjang antar negara
serta membentuk-suatu_kesatuan yang ‘memiliki suatu tujuan-yang sama yaitu

pemanfaatan wilayah LTS secara bersama-sama.
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